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ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR)

ABSTRAK

UU No.26/tahun 2007 tentang tata ruang mengamanatkan bahwa setiap
kota harus memiliki luas lahan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% terdiri dari
20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penataan Ruang Terbuka Hijau (PRTH)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Daerah. Di dalam implementasi muncul masalah seperti dan sosialisasi
yang kurang efektif, terlambatnya respon untuk membuat peraturan daerah, dan
kurangnya kemampuan sarana prasarana berhubungan dengan kondisi sosial
ekonomi, politik dan kemajuan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perspektif Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam UU No.26/tahun 2007
dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Timur serta kendala
dan masalahnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan
teknik penyajian data, reduksi, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa analisis hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam UU No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu setiap wilayah kota harus
menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain
itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat
ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan
oksigen, dan kebutuhan air bersih. Pelaksanan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kabupaten Aceh Timur sebagian telah tercipta yaitu pengembangan kawasan
komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Kota Idi dengan
konsep one stop goverment yang dibarengi dengan kawasan ruang terbuka hijau di
sekelilingnya, pembangunan zona alun-alun kota Idi yang juda berada di area
komplek perkantoran, Pembangunan Idi Sport Center (ISC) sebagai pusat
aktivitas olah raga, dan pengembangan pemanfaatan kawasan kelautan dan
perikanan yang merupakan produk utama kota Idi sebagai kota ikan sehingga
pengembangan kawasan tersebut dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dalam
rangka mendukung pembangunan masyarakat Aceh Timur. Kendala dan
hambatan pemerintah Aceh Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam
implementasi ruang terbuka hijau, yaitu belum adanya Qanun Pemerintah Aceh
Timur tentang Penataan Ruang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ruang
terbuka hijau, dan sarana dan prasarana yang belum menunjang pembangunan
ruang terbuka hijau.

Kata Kunci: UU No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Analisa
Hukum
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JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF GREEN OPEN SPACES IN
ACEH EAST DISTRICT IN PERSPECTIVE LAW NUMBER
26 OF 2007 CONCERNING THE ARRANGEMENT
ROOM (STUDY IN THE DEPARTMENT OF
PUBLIC WORKS DISTRICT EAST ACEH)

ABSTRACT

Law No.26/2007 on spatial mandated that every town should have a land
area of green open space of at least 30% consisted of 20% RTH RTH public and
10% private. Structuring of Green Open Space (PRTH) is an integral part of the
Spatial Plan (RTRW) Regions. In the implementation and dissemination of
emerging problems such as ineffective, delays in response to regional regulations,
and the lack of ability of infrastructure related to the socio-economic conditions,
political and technological progress. The purpose of this study was to determine
the perspective of green open space (RTH) in Law No.26/2007 and the
implementation of green open space in East Aceh District and it problems. This
type of research is qualitative descriptive study. Data collection techniques used
are observation, interview, and literature study. While data-processing technique
using the technique of presentation of data, reduction, and conclusions. Based on
the results of the study it indicate that the legal analysis of green open space
(RTH) in Law 26 Year 2007 on Spatial Planning that every area of the city should
provide green open space (RTH) of 30% of the area. In addition, the need for
green open space in an area can also be determined through various indicators
such as population, the need for oxygen, and the need for clean water.
Implementation of Green Open Space (RTH) East Aceh District in part have been
created, namely regional development office complex Government of East Aceh
District in the City of Idi with the concept of one stop goverment coupled with
areas of green open space around him, the construction zone town square Idi are
also often located area office complex, Development Idi Sport Center (ISC) as a
center of sports activities, and the development of area utilization of marine and
fisheries which is the main product city Idi as the city of the fish so that the
development of the region to boost the local economy in order to support
community development in East Aceh. Constraints and obstacles East Aceh
government through the Department of Public Works in the implementation of
green open space, namely the absence of the Government of East Aceh Qanun on
spatial planning, lack of public understanding of green open spaces, and facilities
and infrastructure that have not been supporting the development of green open
space.

Keywords: Law 26 In 2007, Green Open Space (RTH), Legal Analysis
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BAB I

PENDAHULUAN

i.i Latar Belakang Masaiah

cinbangunain menggunakan pendekatan Kawasan {efah dikembangkan
secara luas sejak beberapa dekade {dasawarsa) yang laiu. Pendekatan kawasan
meiiputi pembangunan berbagai sektor yang saiing terkait dan menjunjung satu
sama iainnya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu, pada suatu
pemukaan wilayah dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan
pembangunan untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sudah iebih
terfokus dan terpadu, maka diharapkan tingkat keberhasiiannya akan iebih tinggi.’

Penentuan kawasan dengan fungsi tertentu dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiiiki oieh suatu wilayah, harus
sesuai dengan kapasitas, kesesuaian dan daya dukung iahan, maka diharapkan
h:;.lsil produksi dan tingkat produktivitas akan lebih tinggi, yang berarti tingkat
keberhasiian yang dicapai adaiah optimum atau mencapai tingkat optimaiitas. jadi
pembangunan kawasan itu meliputi berbagai sektor pembangunan yang saling
terkait dan menunjang serta terfokus untuk mewujudkan fungsi tertentu dan
pembangunan suatu wiiayah secara optimai.

Disamping pendekatan kawasan (zoning) tetah diterapkan pula pendekatan
tata ruang (spasial). Pendekatan spasial adalah memilih (menentukan) lokasi yang

tepat secara geografis (tata ruang geografis) yang seianjutnya digunakan untuk

UNIVERSITARMEDA N AREisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, (Yogyakarta: Graha
llmu, 2010), him 4



memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan secara iuas (tata ruang
ekonomi). Dengan demikian tata ruang geografis dikembangkan menjadi tata
ruang ekonomi. Pendekatan ekonomi tata ruang menjadi penting diterapkan dan
yang penting, yaitu memiliki karakteristik efektifitas dan efisien, pembangunan
dilaksanakan secara efektif dan efisien. pembangunan yang dilaksanakan secara
tinggi.z

Dari kenyataan dilapangan dapat diamati pula bahwa para perencana kota
masih kurang menyadari pentingnya penyediaan ruang untuk kaum muda
diperkotaan. Pada jika diliat dari komposisi kaum muda penduduk indonesia, 60%
terdiri dari penduduk yang berusia dibawah 30 tahun. Sementara kaum muda
memeriukan taman dan iapangan oiah raga, pemerintah setempat cenderung iebih
menitikberatkan pada pembangunan gedung pertokoan, hotei, restoran dan lain-
lain yang menghasilkan keuntungan finansial.?

Arus yang paiing berat yaitu timbuinya berbagai konfiik spasiai akibat
benturan berbagai kepentingan seperti: antara pembangunan industri dan
konservasi lahan pertanian subur, antara tata guna lahan dan sistem transportasi
serta jaringan insfrastruktur, antara kecenderungan pemusatan kegiatan ekonomi
dan bisnis dikota-kota besar dengan dambaan desentralisasi aktivitas didaerah

pinggiran dan daerah belakangnya (hintertand).

2 -
1bid, him 5
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